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ABSTRAK 

 

Fania Erlangga  : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris 

Pada Instansi Pemerintah Daerah di Kabupaten 50 

Kota). Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, 

Universitas Negeri Padang, 2016. 

 

Pembimbing :  1. Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak 

   2. Mayar Afriyenti SE, M.Sc 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten limapuluh kota. 

Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian yang bersifat kausatif. 

Populasi dalam penelitian ini adalah SKPD Kabupaten Limapuluh Kota. Pemilihan 

sampel dengan metode total sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa data primer. Teknik pengumpulan data dengan teknik survei dengan 

menyebarkan kuesioner kepada masing-masing Kepala Bagian keuangan dan Staf 

Bagian Keuangan/penatausaha pada setiap SKPD. Metode analisis yang digunakan 

adalah Structural Equastion Model (SEM) yang diolah dengan menggunakan 

SmartPLS 3.0. 

Hasil penelitian membuktikan bahwa kualitas sumber daya manusia, dan  

pemanfaatan teknologi informasi secara langsung  berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas laporan keuangan SKPD sekabupaten Limapuluh Kota. Sedangkan 

kepemimpinan dan pelaksanaan SPIP tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

laporan keuangan SKPD sekabupaten Limapuluh Kota. Didalam hasil pengujian juga 

diperoleh kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

laporan keuangan SKPD sekabupaten Limapuluh Kota dengan sistem pengendalian 

intern pemerintah sebagai variabel intervening, kepemimpinan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan  SKPD sekabupaten Limapuluh Kota 

dengan sistem pengendalian interen pemerintah sebagai variabel intervening, dan 

selanjutnya pemanfaatan teknologi informasi juga  tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas laporan keuangan SKPD sekabupaten Limapuluh Kota dengan 

sistem pengendalian interen pemerintah sebagai variabel intervening. 

Dalam penelitian ini disarankan: 1) Peneliti dimasa mendatang disarankan 

untuk mencoba menambahkah jumlah ukuran sampel yang akan digunakan, serta 

merubah model analisis yang digunakan. 2) Bagi instansi pemerintah kabupaten 

limapuluh kota disarankan untuk terus meningkatkan kualitas laporan keuangan 

melalui kegiatan pengawasan internal yang dilakukan secara teratur dan terencana.  
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik (good government governance), telah mendorong 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. 

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggung-

jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam 

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu 

media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo,2009). 

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan 

pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

berupa laporan keuangan. 

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas 

kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan 

keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi 

pemerintahan yang berlaku agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat 

dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya. Dalam Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2003 pasal 32 ayat (1), menyatakan bahwa bentuk dan isi 
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laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan 

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Tujuan laporan keuangan 

adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas 

perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan 

dalam rangka membuat keputuan-keputusan ekonomi serta menunjukkan 

pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan sumber-sumber 

daya yang dipercayakan kepada mereka. 

Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah pusat atau pun pemerintah 

daerah sering menjadi sorotan serta menjadi berita utama dimedia terkemuka. 

Permasalahan yang dibahas berhubungan dengan kualitas laporan keuangan yang 

dipublikasikan kepada publik. Didalam laporan keuangan pada umum informasi 

yang disampaikan relatif positif, sedangkan dalam pernyataan pemerintah melalui 

media mereka mengisyaratkan adanya sejumlah masalah. 

Menurut Soemarso (2010) laporan keuangan yang berkualitas harus 

didukung oleh indikator relevan (relevance), andal (reliability), dapat 

dibandingkan (comparability), tepat waktu (timeliness) dan dapat dipahami 

(understandability). Sesuai dengan teori menunjukan indikator utama dari sebuah 

laporan keuangan yang berkualitas adalah relevan (relevance), maksudnya adalah 

informasi yang disampaikan didalam laporan adalah informasi yang sesuai dengan 

kondisi  yang sesungguhnya. Indikator kedua adalah andal (reliability), 

maksudnya adalah informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan adalah 

informasi yang akurat dan handal. 
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Dibandingkan (comparability) maksudnya adalah informasi yang 

disampaikan didalam laporan keuangan harus lengkap dan rinci. Tepat waktu 

(timeliness) merupakan ketepatan publikasi laporan keuangan, sedangkan dapat 

dipahami (understandability) menunjukan bahwa laporan keuangan yang 

berkualitas harus mudah dipahami oleh pihak pihak yang menggunakannya. 

Apabila informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah 

memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti 

yang disyaratkan, berarti pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. 

Salah satu kabupaten yang berada dibawah naungan pemerintah Sumatera 

Barat adalah 50 Kota. Pemerintah setempat selalu berusaha untuk menciptakan 

laporan keuangan yang berkualitas, akan tetapi usaha tersebut selalu banyak 

mengalami kendala, seperti nilai relevansi yang tidak akurat, tingkat kehandalan 

dan kelengkapan laporan yang masih harus diperbaiki dan seringnya pemerintah 

daerah terlambat didalam mempublikasikan laporan keuangan. Bukti masih harus 

ditingkatkannya kualitas laporan keuangan pemerintahan Kabupaten 50 Kota 

terlihat dari opini audit yang dikeluarkan oleh tim audit pemerintah daerah dalam 

lima tahun terakhir terlihat pada tabel 1 dibawah ini: 

Tabel 1 

Hasil Evaluasi Opini Audit Laporan Keuangan 

Pemerintah Kabupaten 50 Kota Tahun 2010 – 2014  

Tahun Opini Audit 

2010 Wajar dengan Pengecualian (WDP) 

2011 Wajar dengan Pengecualian (WDP) 

2012 Wajar dengan Pengecualian (WDP) 

2013 Wajar dengan Pengecualian (WDP) 

2014 Wajar dengan Pengecualian (WDP) 
Sumber: www.bpk.go.id 

 

http://www.bpk.go.id/
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Pada tabel 1 terlihat bahwa opini audit yang terbentuk adalah wajar dengan 

pengecualian, opini tersebut bertahan dalam tempo lima tahun terakhir. Fakta 

tersebut menunjukan bahwa kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah 

Kabupaten 50 Kota harus ditingkatkan. Dalam hal ini permasalahan yang harus 

diperbaiki adalah tingkat relevansi laporan, tim pembuat laporan harus benar-

benar menjamin informasi keuangan yang dipublikasikan sesuai dengan kondisi 

yang sesungguhnya, selain itu tim penyusun laporan keuangan harus benar-benar 

pihak professional dan bersifat independen, sehingga kehandalan, kelengkapan, 

dan timeliness laporan dapat diciptakan. 

Mulyadi (2011) untuk meciptakan laporan keuangan yang berkualitas 

terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu kualitas sumber daya 

manusia yang ditugaskan menyusun laporan, gaya kepemimpinan dalam tim yang 

ditugaskan dalam pembuatan laporan dan adanya sistem pengawasan terhadap isi 

laporan sebelum laporan tersebut dipubliaksikan kepada masyarakat. Hal yang 

sama juga terungkat dalam penelitian Ayuningtias (2013) kualitas laporan 

keuangan dipengaruhi oleh sejumlah variabel, baik dari variabel yang bersumber 

dari dalam maupun dari luar perusahaan. Menurut Widyawati (2014) faktor utama 

yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang berasal dari dalam 

perusahaan berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia, kepemimpinan 

yang digunakan serta independensi dalam pembuatan laporan keuangan. Jika 

mengacu kepada variabel tersebut kualitas sumber daya manusia tentu memiliki 

pernaan yang penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. 
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Menurut Syafarudin alwi, M.S (2008), Kualitas sumber daya manusia 

adalah sebagai kunci keuanggulan kompetitif bagi organisasi. Membentuk 

kompetensi-kompetensi dan komitmen pegawai baik secara individu atau 

kelompok guna memenuhi kebutuhan organisasi dan mengintegrasikan 

kompetensi-kompetensi tersebut dalam sistem manajemen yang dijalankan 

organisasi. Kualitas dan karakteristik pegawai yang diperlukan oleh organisasi 

pada hakikatnya tidak terlepas dari tantangan-tantangan bersaing yang akan 

dihadapi oleh organisasi sekarang maupun di masa yang akan datang. Organisasi 

juga harus berusaha untuk mengembangkan sumber daya manusia mereka. 

Pelatihan dan pengembangan membuat karyawan dapat melaksanakan pekerjaan 

mereka saat ini secara efektif dan mempersiapkan pekerjaan di masa mendatang. 

Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia terutama didalam pemahaman 

laporan keuangan akan mendorong meningkatnya kualitas laporan yang dibuat.  

Begitu banyak variabel yang akan mempengaruhi kualitas laporan 

keuangan, salah dari sekian banyak faktor tersebut adalah kepemimpinan. 

Menurut Robbins dan Timothy (2013), kepemimpinan merupakan sebuah tatanan 

antara wewenang, hak dan kewajiban. Kepemimpinan merupakan sebuah model 

perilaku yang bersifat mengatur. Oleh sebab kualitas laporan keuangan juga 

dipengaruhi oleh kepemimpinan. Jika kepemimpinan yang diterapkan transparan 

dan relatif disukai oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pembuatan laporan 

keuangan maka laporan keuangan yang diselesaikan akan meningkat kualitasnya. 

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah 

pemanfaatan teknologi informasi. Menurut Hamzah (2009) pemanfaatan teknologi 
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informasi tersebut mencakup adanya pengolahan data, pengolahan informasi, 

sistem manajemen, proses kerja secara elektronik, dan pemanfaatan kemajuan 

teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah 

oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini. Oleh sebab itu kualitas laporan 

keuangan juga dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi. Untuk 

menciptakan laporan keuangan yang berkualitas, tentu informasi yang 

disampaikan harus valid, reliables, timeline dan mudah dipahami, untuk 

meningkatkan akurasi dan ketepatan penyajian laporan maka diperlukan bantuan 

teknologi informasi terutama yang berbasis akuntansi. Penggunaan teknologi 

informasi tentu akan mendorong informasi laporan keuangan kecil dari kesalahan, 

sehingga muncul kepercayaan diri dari instansi untuk melakukan audit internal 

terhadap informasi didalam laporan, untuk meningkatkan kualitas laporan 

keuangan. 

Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan maka perlu dilakukan 

pengawasan internal. Proses pengawasan dilakukan oleh pihak internal atau pun 

eksternal. Didalam melakukan pengendalian pada laporan keuangan pemerintah 

daerah, pemerintah menerapkan sebuah sistem yang disebut dengan SPIP. 

Pengembangan SPIP pertama kali dikembangkan pada tahun 2008, dimana 

pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dalam PP tersebut menyebutkan 

bahwa tujuan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi 

tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan 
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pemerintahan negara, kehandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan  

Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.  

Sesuai dengan literatur dan penelitian terdahulu bahwa pelaksanaan SPIP 

dijadikan variabel perantara. Menurut Syafrifudin (2014) menyatakan bahwa 

kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 

melalui pelaksanaan SPIP sebagai variabel intervening. Dapat disimpulkan bahwa 

semakin tinggi kompetensi dan pengalaman individu dalam penyusunan laporan 

keuangan dan diperkuat dengan adanya pelaksanaan SPIP pasti akan mendorong 

meningkatnya kualitas laporan keuangan.  

Syafrifudin (2014) juga menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi 

informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan melalui pelaksanaan 

SPIP sebagai variabel intervening. Dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan 

teknologi informasi akan membantu ketepatan dan akurasi hasil pembuatan 

laporan keuangan, semakin tinggi frekuensi pemanfaatan akan mendorong 

semakin mudah sistem pengendalian internal pemerintah untuk dilaksanakan. 

Selain itu peneliti juga memasukan satu variabel baru yang belum 

digunakan pada penelitian sebelumnya yaitu kepemimpinan. Dalam hal ini 

kepemimpinan yang dikembangkan didalam lembaga pemerintah harus 

mendorong kegiatan pengawasan internal yang dilakukan oleh lembaga 

pemerintah. Jika seorang pemimpin ikut berpartisipasi memberikan arahan dan 

motivasi kepada pegawainya dan mendukung adanya pelaksanaan SPIP maka 

laporan keuangan yang dibuat harus memiliki ketepatan dan akurasi yang tinggi, 

sehingga dengan adanya proses pengendalian yang kembali dilakukan oleh 



8 

 

 

pemerintah akan menciptakan laporan keuangan yang berkualitas (Saleh dan That 

2014). Oleh sebab itu peneliti menyakini bahwa perpaduan atau interaksi antara 

kepemimpinan dan sistem pengendalian internal pemerintah akan  menciptakan 

laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah berkualitas. 

Hasil penelitian Mahaputra dan Putra (2014) menemukan bahwa kapasitas 

sumber daya manusia, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dan 

pengendalian interen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan 

keuangan. Temuan yang sama juga diperoleh oleh Nurillah dan Muid (2014) yang 

menemukan bahwa kualitas sumber daya manusia, teknologi informasi dan sistem 

pengendalian internal secara individual berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

laporan keuangan. Sejalan dengan Husna (2013) menemukan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara kualitas sumber daya manusia, dan pengawasan 

interen pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

Pada penelitian Syarifudin (2014) ditemukan bahwa kualitas sumber daya 

manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah dengan sistem pengendalian interen pemerintah sebagai variabel 

intervening. Hasil yang sama juga diperoleh oleh Widianingrum dan Rahmawati 

(2010) menemukan bahwa  terdapat pengaruh positif antara sumber daya manusia 

dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kehandalan laporan keuangan 

dengan menjadikan pengendalian internal sebagai variabel intervening. Hasil yang 

diperoleh menunjukan bahwa keberadaan kualitas sumber daya manusia yang 

handal serta dukungan teknologi informasi yang canggih dan diperkuat oleh 
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adanya sistem pengendalian interen akan mendorong menguatnya kualitas laporan 

keuangan. 

Berdasarkan kepada uraian ringkas latar belakang masalah dan fenomena 

penelitian, peneliti tertarik untuk membuat sebuah penelitian modifikasi  

dariSyarifudin (2014) dan Widianingrum dan Rahmawati (2010). Faktor pembeda 

didalam penelitian ini adalah waktu, dan lokasi penelitian. Selain itu peneliti juga 

memasukan satu variabel baru yang belum digunakan pada penelitian sebelumnya 

yaitu kepemimpinan. Penelitian yang dilakukan saat ini merupakan penelitian 

empiris yang berjudul: “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Instansi 

Pemerintah Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota)” 

B. Perumusan  Masalah 

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas, maka disusunlah perumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Sejauhmana pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan 

keuagan pada pemerintah daerah Kabupaten 50 kota ? 

2. Sejauhmana pengaruh pelaksanaan SPIP terhadap kualitas laporan keuagan 

pada pemerintah daerah Kabupaten 50 kota ? 

3. Sejauhmana pengaruh kepemimpinan terhadap kualitas laporan keuagan pada 

pemerintah daerah Kabupaten 50 kota ? 

4. Sejauhmana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas 

laporan keuagan pada pemerintah daerah Kabupaten 50 kota ? 
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5. Sejauhmana kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas 

laporan keuangan dengan sistem pengendalian interen sebagai variabel 

intervening pada pemerintah daerah Kabupaten 50 kota. 

6. Sejauhmana kepemimpinan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 

dengan sistem pengendalian interen sebagai variabel intervening pada 

pemerintah daerah Kabupaten 50 kota. 

7. Sejaumana pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas 

laporan keuangan dengan sistem pengendalian interen sebagai variabel 

intervening pada pemerintah daerah Kabupaten 50 kota. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  perumusan masalah diatas, maka tujuan dilaksanakannya 

penelitian ini adalah untuk menganalisis: 

1. Pengaruh kualitas sumber daya manusia  terhadap kualitas laporan keuangan 

pada pemerintah daerah Kabupaten 50 kota. 

2. Pengaruh pelaksanaan SPIP terhadap kualitas laporan keuangan pada 

pemerintah daerah Kabupaten 50 kota. 

3. Pengaruh kepemimpinan terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah 

daerah Kabupaten 50 kota. 

4. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan 

keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten 50 kota. 

5. Pengaruh kualitas sumber daya manusia  terhadap kualitas laporan keuangan 

dengan pelaksanaan sistem pengendalian interen pemerintah (SPIP) sebagai 

variabel intervening pada pemerintah daerah Kabupaten 50 kota. 
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6. Pengaruh kepemimpinan terhadap kualitas laporan keuangan dengan 

pelaksanaan sistem pengendalian interen pemerintah (SPIP) sebagai variabel 

intervening pada pemerintah daerah Kabupaten 50 kota. 

7. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan 

keuangan dengan pelaksanaan sistem pengendalian interen pemerintah (SPIP) 

sebagai variabel intervening pada pemerintah daerah Kabupaten 50 kota. 

D. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian diharapkan hasil yang diperoleh didalam 

penelitian ini dapat memberikan manfaat positif bagi: 

1. Peneliti, dimasa mendatang hasil yang diperoleh didalam penelitian ini dapat 

memberikan manfaat positif bagi peneliti dimasa mendatang, karena hasil 

penelitian yang diperoleh dapat dijadikan replikasi bagi perkembangan 

penelitian sejenis dimasa mendatang. 

2. Kantor pemerintah daerah, diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan 

keuangan publikasi yang mereka miliki dengan cara meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia, penggunaan gaya kepemimpinan yang tepat hingga 

pelaksanaan SPIP serta pemanfaatan teknologi informasi yang baik dalam 

penyusunan laporan khususnya di Kabupaten 50 kota. 

3. Praktitis, hasil yang diperoleh didalam penelitian ini tentu dapat memberikan 

manfaat positif bagi pihak-pihak yang membaca penelitian ini, baik di 

perpustakaan atau pun dilakukan secara online. 
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BAB II 

 

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 

 

 

A. Kajian Teori 

1. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

a. Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas 

kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimilki oleh suatu entitas. 

Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar 

akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat 

dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain (Nordiawan, 2007). 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan 

keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi 

keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas 

pelaporan. Dalam peraturan pemerintah No 8 Tahun 2006, tentang 

pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, menyatakan bahwa 

laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan 

keuangan negara dan daerah selama satu periode. Sedangkan Bastian 

(2010) mendefenisikan laporan keuangan adalah representasi posisi 

keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan suatu entitas. 
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b. Tujuan Laporan Keuangan   

Tujuan umum laporan keuangan adalah memberikan informasi 

mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas yang 

berguna bagi sejumlah besar pemakai untuk membuat dan mengevaluasi 

keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipakai suatu entitas dalam 

aktivitasnya guna mencapai tujuan. 

Menurut standar internasional akuntansi sektor publik (International 

Public Sector Accounting Standards- IPSAS)  dalam Nordiawan (2007) 

menyebutkan bahwa laporan keuangan memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Menyediakan infromasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, 

kewajiban dan ekuitas dana pemerintah 

2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya 

ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah 

3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan 

sumber daya ekonomi 

4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap 

anggarannya 

Menurut Mardiasmo (2009) tujuan dan fungsi laporan keuangan 

sektor publik sebagai berikut: 

1. Kepatuhan dan Pengelolaan (Compliance and Stewardship) 
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2. Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada 

pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa 

pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan 

hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan. 

3. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (Accountability and 

Retrospective Reporting) 

4. Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban 

kepada publik. 

5. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (Planning and Authorization 

Information) 

6. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan 

kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Laporan 

keuangan berfungsi untuk memberikan informasi pendukung 

mengenai otorisasi penggunaan dana. 

7. Kelangsungan Organisasi (Viability)  

8. Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pengguna dalam 

menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat 

meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa 

yang akan datang. 

9. Hubungan Masyarakat (Public Relation)  

10. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan 

kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi 
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yang telah dicapai kepada pengguna yang dipengaruhi karyawan 

dan masyarakat. 

c. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

Soewardjono (2005) merumuskan kualitas spesifik pelaporan 

keuangan dalam dua kategori yaitu kualitas primer beserta unsur-unsurnya 

dan sekunder. Kualitas primer terdiri atas kerelevanan atau keberpautan 

atau relevansi (relevance) dan keterandalan atau reliabilitas (reliability), 

dan ketetapan penyimbolan (representasional faithfullness). Unsur 

keberpautan adalah nilai prediktif, nilai balikan, dan ketepatwaktuan. 

Sedangkan unsur keterandalan adalah keterujian atau verifiabilitas 

(verifiability).Kualitas sekunder adalah keterbandingkan (comparability), 

ketaatasasan atau konsistensi (consistency) dan kenetralan atau netralitas 

(neutrality). 

Menurut Soemarso (2010) laporan keuangan yang berkualitas harus 

didukung oleh indikator relevan (relevance), andal (reliability), dapat 

dibandingkan (comparability), tepat waktu (timeliness) dan dapat 

dipahami (understandability). Sesuai dengan teori menunjukan indikator 

utama dari sebuah laporan keuangan yang berkualitas adalah relevan 

(relevance), maksudnya adalah informasi yang disampaikan didalam 

laporan adalah informasi yang sesuai dengan kondisi  yang sesungguhnya. 

Indikator kedua adalah andal (reliability), maksudnya adalah informasi 
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yang disampaikan dalam laporan keuangan adalah informasi yang akurat 

dan handal. 

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, kualitas laporan keuangan 

tersebut dapat dilihat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan 

tersebut. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran 

normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga 

dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik tersebut hampir sama 

dengan karakteristik laporan keuangan yang tercantum dalam PSAK 

Tahun 2004. Berikut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar 

laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki 

menurut PP Nomor 71 Tahun 2010: 

1. Relevan  

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan, apakah 

informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi 

keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi 

peristiwa masa lalu dan masa kini, dan memprediksi masa depan, 

serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa 

lalu. Dengan demikian, informasi keuangan yang relevan dapat 

dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang 

relevan: 
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a) Memiliki Manfaat Umpan Balik (Feedback Value) 

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan 

atau mengoreksi ekspektasi di masa lalu. 

b) Memiliki Manfaat Prediktif (Predictive Value)  

Informasi dapat membantu pengguna untuk 

memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa 

lalu dan kejadian masa kini. 

c) Tepat Waktu  

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat 

berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. 

Hendriksen (2000) menyatakan ketetapan waktu 

mengimplikasikan bahwa laporan keuangan seharusnya 

disajikan pada suatu interval waktu,  untuk menjelaskan 

perubahan dalam perusahaan yang mungkin mempengaruhi 

pemakai informasi dalam membuat prediksi keputusan. 

Ketetapan waktu informasi akuntansi menurut Hendriksen 

(1992) mengenai karakteristik kualitatif informasi akuntansi, 

dikatakan informasi akuntansi harus tersedia bagi pengambil 

keputusan sebelum kehilangan kapasitasnya untuk 

mempengaruhi keputusan. 
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d) Lengkap  

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan 

selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi 

akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan 

keputusan.Informasi yang melatarbelakangi setiap butir 

informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan 

diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan 

informasi dapat dicegah. 

2. Andal 

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian 

yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap 

fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. 

Informasi yang andal memenuhi karakteristik : 

a) Penyajian Jujur 

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta 

peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar 

dapat diharapkan untuk disajikan. 

b) Dapat Diverifikasi  

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat 

diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh 

pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan 

yang tidak berbeda jauh. 
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c) Netralitas 

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak 

berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. 

3. Dapat Dibandingkan 

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih 

berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode 

sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada 

umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan 

eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu 

entitas merupakan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke 

tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas 

yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang 

sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan 

akuntansi yang lebih baik daripada kebijkan akuntansi yang 

sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapakan pada 

periode terjadinya perubahan. 

4. Dapat Dipahami  

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan 

keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh 

pemakai. Pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang me-

madai tentang aktivitas ekonomi, bisnis, akuntansi. Informasi kom-

pleks yang seharusnya dimasukan dalam laporan keuangan tidak 
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dapat di keluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi 

tersebut terlalu sulit untuk dipahami oleh pemakai tertentu. 

d. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan 

Menurut Soemarso (2010) laporan keuangan yang berkualitas dapat 

dipengaruhi oleh sejumlah variabel yaitu independensi laporan keuangan, 

kualitas sumber daya manusia, profesionalisme, gaya kepemimpinan, sistem 

pengawasan dan reputasi auditor yang digunakan. Masing masing variabel 

tentu akan berkontribusi terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan 

oleh pemerintah daerah. Pada penelitian ini faktor yang digunakan dibatasi 

hanya menggunakan kualitas sumber daya manusia yang berhubungan dengan 

kompetensi yang dimiliki auditor yang digunakan, gaya kepemimpinan dan 

dilakukannya proses pengawasan dalam pembuatan laporan keuangan public 

didalam lingkungan pemerintah daerah. 

Gibson et al (2011) kualitas sumber daya manusia adalah kompetensi 

yang dimiliki individu untuk melakukan berbagai tugas. Kualitas sumber daya 

manusia tentu bukan sesuatu yang sifat tetap akan tetapi dapat berubah sesuai 

dengan bidang pendidikan, pengalaman dan pelatihan yang dilakukan 

individu. Semakin baik kualitas sumber daya manusia yang digunakan 

didalam penyusunan laporan keuangan akan semakin meningkatkan kualitas 

laporan keuangan yang dihasilkan. 

Menurut Robbins dan Timothy (2013) kepemimpinan berhubungan 

dengan tata kelola procedural dalam melaksanakan wewenang, 
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mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab dalam bekerja. Gaya 

kepemimpinan yang digunakan akan sangat berhubungan dengan sistem atau 

cara pimpinan untuk mengorganisasikan karyawan untuk mencapai tujuan dan 

sasaran yang di inginkan perusahaan. Jika leadership didalam organisasi 

berjalan dengan baik, serta mendapatkan dukungan dari seluruh elemen 

organisasi maka kinerja laporan keuangan yang dihasilkan akan mengalami 

peningkatan. 

Untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas juga 

dibutuhkan adanya pengawasan internal atau eksternal dari lembaga resmi 

yang ditunjuk langsung oleh pemerintah. Salah satu bentuk pengawasan 

internal yang dilakukan pemerintah adalah adanya pelaksanaan SPIP, yang 

akan menguji relavansi informasi didalam laporan keuangan yang akan 

dipublikasikan dengan bukti autentik yang sesungguhnya khususnya 

dilakukan pada lembaga yang dikelola pemerintah daerah di Indonesia. 

2. Kualitas Sumber Daya Manusia 

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau 

individu, suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk 

melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya 

secara efektif dan efisien. Kapasitasnya harus dilihat sebagai kemampuan 

untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (output) dan 

hasil-hasil (outcomes).  
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Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Alimbudiono & Fidelis (2004), 

untuk menilai kinerja dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan 

suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari level of responsibility dan 

kompetensi sumber daya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dalam deskripsi 

jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan 

baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat 

melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari 

latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan dan dari ketrampilan yang 

dinyatakan dalam pelaksanaan tugas. Kompetensi merupakan suatu karakteristik 

dari seseorang yang memiliki keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge) dan 

kemampuan (ability) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi, 2005).  

Menurut Gibson et al (2011) kualitas sumber daya manusia merupakan 

nilai atau manfaat yang dirasakan oleh setiap individu dalam menjalani 

kehidupannya. Nilai atau manfaat yang dirasakan individu adalah dalam 

bentuk kemakmuran, seperti merasakan tingkatan pendidikan tinggi. 

3. Kepemimpinan 

Dalam kehidupan organisasi pemimpin memainkan peranan penting 

dalam menentukan usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kehadiran 

pemimpin memungkinkan manusia organisasional untuk di motivasi agar 

dapat bekerja secara efektif dan efisien. Kepemimpinan menurut Koortz 

dalam Tika (2006) adalah pengaruh, kiat atau proses mempengaruhi orang-

orang sehingga mereka mau berusaha sepenuh hati dan antusias untuk 
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mencapai tujuan kelompok. Sedangkan menurut Hasibuan (2006) 

kepemimpinan adalah cara pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar 

mau bekerjasama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan 

organisasi. 

Menurut Farland dalam Danim (2004) mengemukakan bahwa 

kepemimpinan adalah suatu proses dimana pimpinan dilukiskan akan 

memberi pengaruh, bimbingan atau proses mempengaruhi pekerjaan orang 

lain dalam memilih dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi aktifitas 

pimpinan antara lain dapat terjelma dalam bentuk memberi perintah, 

membimbing dan mempengaruhi kelompok kerja dalam rangka mencapai 

tujuan tertentu secara efektif dan efisien. 

Pengertian kepemimpinan menurut Rivai dan Sagala (2009) adalah 

meliputi: 

“Proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi 

perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki 

kelompok dan budayanya, mempengaruhi interpretasi, pengorganisasian dan 

aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran, memelihara hubungan kerjasama 

dan kerja kelompok, perolehan dukungan dan kerjasama dari orang-orang di 

luar kelompok”. 

Menurut Danim (2004) kepemimpinan adalah setiap tindakan yang 

dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengkoordinasi atau memberi 

arah kepada individu atau kelompok lainnya yang tergabung dalam wadah 

tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Kepemimpinan yang efektif adalah yang mampu menyesuaikan diri dengan 
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situasi yang ada. Efektivitas seorang pemimpin mensyarakatkan agar 

pemimpin tersebut memberlakukan orang lain dengan baik, sementara 

memberikan motivasi agar mereka menunjukkan peforma yang tinggi dalam 

melaksanakan tugas (Gordon, 1998) dalam Robbins dan Timothy (2013). Dari 

teori di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah merupakan 

kemampuan untuk mempengaruhi, mengarahkan, membimbing, dan 

memotivasi anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. 

a. Fungsi-fungsi Kepemimpinan 

Pemimpin dalam kepemimpinannya tidak hanya bertugas sebagai 

seseorang yang memiliki kemampuan lebih yang ditunjuk sebagai 

pengatur yang lainnya, tetapi ia juga harus bisa menjadi teladan dan 

sumber semangat bagi pegawainya. Menurut Rivai dan Sagala (2009:53) 

fungsi kepemimpinan memiliki dua dimensi yaitu: 

1) Dimensi yang berkenaan dengan tingkat kemampuan mengarahkan 

dalam tindakan dan aktifitas pemimpin. 

2) Dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan dalam 

melaksanakan tugas-tugas pokok organisasi. 

Secara operasional fungsi-fungsi pokok pimpinan menurut Rivai dan 

Sagala (2009) yaitu: 

1) Fungsi instruktif adalah kemampuan untuk menggerakkan dan 

memotivasi orang lain agar melaksanakan perintah. 
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2) Fungsi Komulatif adalah memperoleh masukan beberapa umpan balik 

yang dapat dipergunakan memperbaiki dan menyempurnakan 

keputusan-keputusan yang telah ditetapkan. 

3) Fungsi partisipatif adalah usaha pemimpin mengaktifkan orang-orang 

yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan dalam mengambil 

keputusan dalam mengambil keputusan maupun dalam 

melaksanakannya. 

4) Fungsi delegasi adalah memberikan wewenang, membuat atau 

menetapkan keputusan baik melalui persetujuan maupun tanpa 

persetujuan dari pemimpin yang lebih tinggi. 

5) Fungsi pengadilan, dapat mewujudkan melalui kegiatan bimbingan, 

pengarahan, koordinasi dan pengawasan. 

Menurut Hasan (2006) Pemimpin harus memiliki peforma kerja dan 

dapat menjadi teladan melalui kualitas kerja, sikap dan perilaku yang 

diharapkan dan dituntut oleh kelompok kerjanya. 

Ismaya (2005) menjelaskan enam belas petunjuk khusus yang harus 

dimiliki pemimpin dalam rangka mengelola hubungan dalam lingkungan 

kerja suatu organisasi yaitu: memusatkan dan menunjukkan tekanan pada 

sasaran, tingkatkan hubungan antar pribadi, memberikan umpan balik 

yang bersifat membangun, lindungi bawahan dari para penyerang, berikan 
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cukup waktu untuk berpikir, bangun rasa kepercayaan diri, ketahui 

bagaimana cara menangani kegagalan. Kenali kebutuhan dan rangsangan 

dari luar, berikan arah yang benar. Berikan suasana yang aman, kenali 

kreatifitas secara terbuka, pahami bahwa kreatifitas kerja saja tidak cukup, 

dan berikan evaluasi dan umpan balik seketika, menerima kekurangan-

kekurangan kecil serta memelihara suasana intrapreveural dan imbangi 

kebutuhan terhadap kebebasan dan keharusan struktur. 

4. PemanfaatanTeknologi Informasi 

Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini 

memang begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilator utama bagi 

kegiatan-kegiatan bisnis, memberikn andil besar terhadap perubahan-

perubahan yang mendasar pada struktur, operasi dan manajemen organisasi. 

Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya pengolahan data, 

pengolahan informasi, sistem manajemen, proses kerja secara elektronik dan  

pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat 

diakses secara mudah dan murah oleh masysrakat (Hamzah, 2009 dalam 

Winidyaningrum, 2010). 

Teknologi merupakan seperangkat sumber daya yang dioperasikan 

manusia untuk membantu aktifitas atau kegiatan yang dilakukan 

individu.Teknologi merupakan perangkat yang rumit dan mahal, untuk 

mengenggunakannya diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Pemanfaatan teknologi sangat berperan untuk membantu terjadinya 
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efektifitas perusahaan untuk meningkatkan eksistensi diri dalam jangka 

panjang. Pemanfaatan teknologi didalam organisasi tentu akan menciptakan 

efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan waktu serta merupakan bagian 

dari investasi jangka panjang. 

Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi 

pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai 

pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan 

daerah secara cepat dan akurat. Manfaat lain yang ditawarkan dalam 

pemanfaatan teknologi informasi adalah kecepatan dalam pemrosesan 

informasi. Sistem akuntansi di pemerintah daerah sudah pasti memiliki 

transaksi yang kompleks dan besar volumenya. Oleh karena itu, pemanfaatan 

teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan 

data transaksi dan penyajian laporan keuangan, sehingga menjadikan kualitas 

laporan keuangan tersebut menjadi baik. 

5. Sistem Pengendalian Interen Pemerintah 

Menurut Rai dalam Susilawati (2014), sistem pengendalian intern adalah 

kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk  memberikan keyakinan yang 

memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarannya. 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 mengungkapkan bahwa 

sistem Pengendalian Intern pemerintah adalah proses yang integral pada 

tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan 

seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya 
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tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan 

pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap 

peraturan perundang-undangan. 

Menurut Elder (2011), sistem pengendalian intern memiliki tujuan 

umum, sebagai berikut : 

1. Keandalan laporan keuangan 

Meyakinkan bahwa informasi disajikan dengan wajar sesuai 

dengan ketentuan dalam pelaporan. 

2. Efisiensi dan efektifitas kegiatan operasi 

Sebuah tujuan penting atas pengendalian tersebut adalah akurasi 

informasi keuangan dan non keuangan mengenai kegiatan operasi 

perusahaan yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan para 

pengguna laporan 

3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan 

Diharuskan untuk mematuhi beragam ketentuan hukum dan 

peraturan.misalnya peraturan pajak penghasilan dan kecurangan. 

Unsur sistem pengendalian intern yang berfungsi sebagai pedoman 

penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan system 

pengendalian intern Pengembangan unsur system pengendalian intern perlu 

mempertimbangkan aspek biaya manfaat (cost and benefit), sumber daya 

manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas dan perkembangan 

teknologi informasi serta dilakukan secara komperhensif. 
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Pada Tahun 2008, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2008 tentang pelaksanaan sistem pengendalian intern 

pemerintah (SPIP). Dalam PP tersebut menyebutkan bahwa tujuan 

pelaksanaan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi 

tercapainya:  

a. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan 

negara 

b. Keandalan Laporan Keuangan 

c. Pengamanan aset negara  

d. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.  

Isu tentang sistem pengendalian internal pemerintahan (SPIP) tersebut 

mendapat perhatian cukup besar belakangan ini. Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK) selaku auditor eksternal senantiasa menguji “kekuatan” SPI ini di 

setiap pemeriksaan yang dilakukannya untuk menentukan luas lingkup 

(scope) pengujian yang akan dilaksanakannya. Beberapa lembaga pemantau 

(watch) juga mengkritisi lemahnya SPI yang diterapkan di pemerintahan, 

sehingga membuka peluang yang sangat besar bagi terjadinya penyimpangan 

dalam pelaksanaan anggaran (APBN/APBD). 

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, 

transparan, dan kuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur,dan 

bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan 
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pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan 

tersebut dilaksanakan dengan  pedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Pemerintah ini. 

Pengendalian intern pemerintah ditujukan untuk melakukan 

pengendalian terhadap laporan keuangan yang telah diselesaikan oleh pihak 

internal perusahaan. Pengendalian intern pemerintah juga dimaksudkan untuk 

mengurangi kecurangan atau ketidak relevanan didalam laporan 

keuangan.Selain itu kegiatan pengendalian internal pemerintah juga ditujukan 

untuk menjaga standar kualitas laporan keuangan pemerintah.Kegiatan 

pengawasan internal oleh lembaga pemerintah selalu rutin dilakukan minimal 

satu kali dalam setahun dan selalu menjadi agenda bagi auditor pemerintah 

daerah. 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian relevan ini penulis belum banyak memasukkan hasil yang masih 

terkait dengan penelitian yang menghubungkan antara pemahaman akuntansi, 

pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dan peran internal audit terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dikarenakan masih adanya 

keterbatasan dari sumber dan referensi. Namun diantaranya dapat digunakan 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Yuliani (2010) menyatakan bahwa, 

pemahaman akuntansi secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan 

daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan 
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pemerintah daerah.Peran internal audit berpengaruh signifikan positif terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Objek penelitian adalah seluruh 

satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah kota Banda Aceh. 

Pada penelitian Hilma Herniyasa (2015) yang meneliti mengenai pengaruh 

penerapan gaya kepemimpinan dan good university governance terhadap kualitas 

laporan keuangan bahwa gaya kepemimpinan dan good university governance 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada politeknik negri 

yang ada pada kota Bandung. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fikri (2015), yang meneliti mengenai 

pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi aparatur dan 

peran audit internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan sistem 

pengendalian intern sebagai variabel moderating pada SKPD-SKPD di Pemprov. 

NTB, dia menyatakan bahwa Penerapan standar akuntansi pemerintahan 

berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan, Kompetensi 

aparatur berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan, Peran 

audit internal berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan,  

Dan Sistem pengendalian intern memoderasi pengaruh penerapan SAP, 

kompetensi aparatur dan fungsi audit internal terhadap kualitas informasi laporan 

keuangan. 

Pada penelitian Syarifudin (2014) ditemukan bahwa kualitas sumber daya 

manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah dengan sistem pengendalian intern pemerintah sebagai variable 
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intervening. Hasil yang sama juga diperoleh oleh Widianingrum dan Rahmawati 

(2010) menemukan bahwa  terdapat pengaruh positif antara sumber daya manusia 

dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kehandalan laporan keuangan 

dengan menjadikan pengendalian internal sebagai variabel intervening. Hasil 

yang diperoleh menunjukan bahwa keberadaan kualitas sumber daya manusia 

yang handal serta dukungan teknologi informasi yang canggih dan diperkuat oleh 

adanya sistem pengendalian intern akan mendorong menguatnya kualitas laporan 

keuangan. 

Pada penelitian Nurillah dan Muid (2014) yang meneliti mengenai pengaruh 

kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah 

(sakd), pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD kota Depok,  ditemukan 

bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah, Penerapan sistem akuntansi keuangan 

berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, 

Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah, dan Sistem pengendalian intern berpengaruh positif 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

Berdasarkan hasil penelitian yang ada menunjukkan masih lemahnya 

kualitas laporan keuangan dari pemerintah, karena kurangnya pemahaman 

akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi yang belum optimal dan 

masih kurangnya peran internal audit dalam pemerintahan. 
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C. Kerangka Konseptual 

Berdasarkan landasan teori dapat dibuat model kerangka berfikir yang 

dapat dipedomani dalam proses pengolahan data. Sesuai dengan sejumlah 

literature dan referensi peneliti berkesimpulan bahwa kualitas sumber daya 

manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan melalui sistem 

pengendalian internal pemerintah sebagai variabel intervening. Makna yang 

tersirat dari simpulan tersebut menunjukan bahwasemakin tinggi kompetensi 

yang dimiliki akan mendorong meningkatnya kualitas laporan keuangan dibuat 

atau dipublikasikan oleh pemerintah daerah. Kualitas sumber daya manusia akan 

membuat arus informasi yang tercatat dan dipublikasikan didalam laporan 

keuangan menjadi lebih akurat dan sempurna, sehingga proses pengawasan 

intern pemerintah dapat dilaksanakan dengan mudah, karena adanya percaya dari 

seluruh pihak yang terlibat didalam pembuatan laporan yang menyatakan bahwa 

laporan keuangan yang mereka miliki berkualitas dan kecil dari kesalahan, selain 

itu melalui sistem pengawasan intern pemerintah akan mendorong meningkatnya 

kualitas laporan keuangan. Oleh sebab itu semakin tinggi kompetensi dan 

pengalaman individu dalam membuat atau menyusun laporan keuangandan 

diperkuat oleh adanya pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah pasti 

akan mendorong meningkatnya kualitas laporan keuangan. 

Jika kepemimpinan yang diterapkan transparan dan relatif disukai oleh 

seluruh pihak yang terlibat dalam pembuatan laporan keuangan maka laporan 

keuangan yang diselesaikan akan meningkat kualitasnya. Peneliti juga 
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beranggapan bahwa adanya pengaruh antara kepemimpinan dan sistem 

pengendalian intern pemerintah. Peneliti membuat sebuah kesimpulan yang 

menyatakan bahwa kepemimpinan yang dikembangkan didalam lembaga 

pemerintah harus mendorong pelaksanaan pengawasan intern yang dilakukan 

oleh lembaga pemerintah. Jika sistem pemerintahan semakin mendukung adanya 

pengendalian intern oleh pemerintah maka laporan keuangan yang dibuat harus 

memiliki ketepatan dan akurasi yang tinggi, sehingga dengan adanya proses 

pengendalian yang kembali dilakukan oleh pemerintah akan mendorong 

meningkatnya kualitas laporan keuangan. Oleh sebab itu peneliti menyakini 

bahwa perpaduan atau interaksi antara kepemimpinan dan sistem pengendalian 

internal pemerintah akan mempekualitas laporan keuangan yang dibuat oleh 

pemerintah daerah. 

Disamping adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan 

kepemimpinan yang mendukung sistem pengendalian internal pemerintah, faktor 

lain yang mendorong meningkatnya kualitas laporan keuangan adalah 

pemanfaatan teknologi informasi. Pemerintah daerah berkewajiban untuk 

mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk 

meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan 

informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu 

mengoptimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun 

jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan 

pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit 
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kerja. Untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas, tentu informasi 

yang disampaikan harus valid, reliables, timeline dan mudah dipahami, untuk 

meningkatkan akurasi dan ketepatan penyajian laporan tersebut maka diperlukan 

bantuan teknologi informasi terutama yang berbasis akuntansi. Sehingga dengan 

adanya teknologi informasi dan didukung dengan sistim pengendalian intern 

pemerintah akan memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang 

dilaksanankan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif 

dan efisien sehingga akan menjadikan laporan keuangan yang berkualitas.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pemanfaatan teknologi 

informasi dan diperkuat oleh adanya pengawasan intern oleh pihak pemerintah 

akan mendorong meningkatnya kualitas laporan keuangan yang dipublikasikan 

oleh pemerintah. Oleh sebab itu sistem pengendalian intern pemerintah daerah 

dapat dijadikan sebagai variabel perantara yang memperkuat pengaruh 

pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. 

Berdasarkan uraian ringkas penjabaran masing masing keterkaitan antar 

variabel penelitian, maka dapat dibuat sebuah model kerangka berfikir seperti 

terlihat didalam gambar 1 dibawah ini: 
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Gambar 1 

Kerangka Konseptual 

 

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan kepada landasan teori dan kerangka konseptual yang telah 

dilakukan maka diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H1 Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas 

laporan keuagan pada pemerintah daerah Kabupaten 50 kota. 

H2 Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berpengaruh 

positif terhadap kualitas laporan keuagan pada pemerintah daerah 

Kabupaten 50 kota. 

H3 Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuagan 

pada pemerintah daerah Kabupaten 50 kota. 
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H4 Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap kualitas 

laporan keuagan pada pemerintah daerah Kabupaten 50 kota. 

H5 Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas 

laporan keuagan dengan pelaksanaan sistem pengendalian intern 

pemerintah (SPIP) sebagai variabel intervening pada pemerintah daerah 

Kabupaten 50 kota. 

H6 Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuagan 

dengan Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) sebagai 

variabel intervening pada pemerintah daerah Kabupaten 50 kota. 

H7 Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas 

laporan keuagan dengan Pelaksanaan sistem pengendalian intern 

pemerintah (SPIP) sebagai variabee intervening pada pemerintah daerah 

Kabupaten 50 kota. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan kepada analisis dan pembahasan hasil pengujian hipotesis 

yang telah dilajukan dapat diajukan beberapa kesimpulan penting yang 

merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan didalam penelitian ini 

yaitu: 

1. Kualitas sumber daya manusia  berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

laporan keuangan SKPD sekabupaten Limapuluh Kota. 

2. Sistem pengendalian interen pemerintah berpengaruh tidak signifikan 

terhadap kualitas laporan keuangan SKPD sekabupaten Limapuluh Kota  

3. Kepemimpinan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan 

keuangan SKPD sekabupaten Limapuluh Kota  

4. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

laporan keuangan SKPD sekabupaten Limapuluh Kota  

5. Kualitas sumber daya manusia  berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

laporan keuangan SKPD sekabupaten Limapuluh Kota dengan sistem 

pengendalian interen pemerintah sebagai variabel intervening. 

6. Kepemimpinan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan 

keuangan SKPD sekabupaten Limapuluh Kota dengan sistem 

pengendalian interen pemerintah sebagai variabel intervening. 
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7. Pemanfaatan teknologi informasi  tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas laporan keuangan SKPD sekabupaten Limapuluh Kota dengan 

sistem pengendalian interen pemerintah sebagai variabel intervening. 

B. Saran 

Berdasarkan kepada analisis hasil dan pembahasan yang telah 

dilakukan dapat diajukan beberapa saran yang tentu dapat memberikan 

manfaat positif bagi: 

1. Pihak SKPD, untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan maka 

individu yang menjadi perangkat pengelola SKPD harus memiliki kualitas 

kompetensi yang tinggi, serta mampu memanfaatan teknologi informasi 

untuk berbagai hal yang penting seperti pembuatan dan pengelolaan 

laporan keuangan, oleh sebab itu melalui kualitas sumber daya manusia 

yang tinggi dan dapat memanfaatkan teknologi informasi akan mendorong 

meningkatnya kualitas laporan keuangan khususnya di SKPD sekabupaten 

Limapuluh Kota. 

2. Pihak SKPD, disarankan untuk terus meningkatkan kualitas laporan 

keuangan melalui kegiatan pengawasan internal yang dilakukan secara 

teratur dan terencana, kegiatan tersebut akan memberikan ancaman  yang 

mendorong individu yang terlibat dalam pembuatan laporan keuangan 

akan bersungguh sungguh dalam membuat atau pun mempublikasikan 

laporan keuangan. 

3. Peneliti dimasa mendatang disarankan untuk mencoba menambahkah 

jumlah ukuran sampel yang akan digunakan, serta merubah model analisis 
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yang digunakan, karena masih terdapat sejumlah hubungan yang dapat 

dibetuk oleh masing masing variabel independen, selain itu peneliti dimasa 

mendatang harus menambah minimal satu variabel baru yang juga 

mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang tidak digunakan didalam 

penelitian ini, saran tersebut sangat penting untuk mendorong 

meningkatnya hasil penelitian yang diperoleh dimasa mendatang. 
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